








ANALISIS HUKUM EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM 









Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna 


























ANALISIS HUKUM EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM  












 Tegal, Oktober 2020 




















ANALISIS HUKUM EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM  








Telah Diperiksa dan Disahkan oleh 
 
  Tegal, Oktober 2020 




NIDN NIDN  
 
 










Dekan Fakultas Hukum 
 
 
Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag 
NIDN 0615067604 
iv 
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 
Saya yang bertanda tan gan di bawah ini: 
Nama  :  Mega Alman Pratistaning Utami 
NPM :  5117500225 
Tempat/Tanggal Lahir  : Pemalang, 24 Maret 1998 
Program Studi  : Ilmu Hukum 
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM EKSEPSI PLURIUM LITIS 
CONSORTIUM DALAM HUKUM PERDATA PADA 
PUTUSAN NOMOR 6/PDT.G/2020/PN.BBS 
Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis 
sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh 
orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, 
maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh 
dibatalkan.  
Demikian surat pernyataan ini dibuat adengan sebenarnya. 
 
 
 Tegal, Oktober 2020 






 Mega Alman Pratistaning Utami 
 





Utami, Mega Alman Pratistaning. Analisis Hukum Eksepsi Plurium Litis 
Consortium Dalam Hukum Perdata Pada Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Bbs. 
Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 
Pancasakti Tegal. 2020. 
Pada dasarnya tergugat tidak wajib menjawab gugatan penggugat. Tetapi 
jika tergugat menjawabnya, jawaban itu dapat dilakukan secara tertulis maupun 
secara lisan menurut Pasal 121 ayat (2) HIR (Pasal 145 ayat (2) Rbg). Jawaban 
tergugat dapat berupa pengakuan, bantahan, tangkisan, dan referte. Apabila 
tergugat mengajukan jawaban yang berupa tangkisan atau eksepsi, maka akan 
diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. 
Tujuan dari penelitian ini untuk: 1) menganalisis hukum eksepsi plurium 
litis consortium dan dasar pertimbangan majelis hakim menyatakan gugatan 
penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard) pada putusan nomor 
6/Pdt.G/2020/PN Bbs. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library 
research), pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif. Sumber data 
penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi 
kepustakaan dan dokumen. Analisis data penelitian menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa: 1) Eksepsi Plurium 
Litis Consortium dalam Hukum Perdata pada Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN 
Bbs, Tergugat I mendalilkan gugatan Penggugat telah kurang pihak karena tidak 
menyertakan Notaris Anastasia Ida Ediati dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
sebagai pihak dalam perkara. Sedangkan Tergugat II mendalilkan gugatan tersebut 
masih kurang pihak karena Penggugat tidak menarik para pihak yang berkaitan 
dengan perjanjian nomor 030/PK-MMR/ULM-SLEM/2018 serta tidak ditariknya 
ayah kandung Penggugat yang bernama Bapak Maryanto sebagai pihak dalam 
perkara. 2) Pada perkara nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bbs, Penggugat mengetahui 
peristiwa atau kejadian sekitar Bulan Maret 2019 Tergugat I memanggil ayah 
kandung Penggugat yang bernama Bapak Maryanto untuk menandatangani 
penjualan agunan di kantor Tergugat l, maka sudah sepatutnya ayah kandung 
Penggugat ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini. Berdasarkan Putusan 
MA-RI No.457.K/Sip/1975, tanggal 18 Nopember 1975 yang mengandung kaidah 
hukum antara lain tidak dapat dibenarkan apabila Pengadilan Tinggi 
memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menarik pihak ketiga sebagai “Tergugat” 
sehingga Majelis Hakim tidak dapat langsung menariknya sebagai pihak dalam 
perkara tersebut.  Jadi gugatan Penggugat cacat formal yaitu dalam hal kurang 
pihak (plurium litis consortium), maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan 
pokok perkara Gugatan Penggugat. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat 
formil gugatan sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat 
diterima (niet ontvankelijk verklaard). 
 




Utami, Mega Alman Pratistaning. Analysis of the Law of the Exception 
of Plurium Litis Consortium in Civil Law in Decision Number 6/Pdt.G/2020/ 
PN.Bbs. Skripsi. Tegal: Legal Studies Program, Faculty of Law, Pancasakti Tegal 
University. 2020. 
Basically, the defendant is not obliged to answer the plaintiff's claim. But 
if the defendant answers it, the answer can be made in writing or orally according 
to Article 121 paragraph (2) HIR (Article 145 paragraph (2) Rbg). The 
respondent's answer can be in the form of confession, rebuttal, objection, and 
refresher. If the defendant submits an answer in the form of an objection or 
exception, it will be examined and decided together with the subject matter of the 
case. 
The objectives of this study were to: 1) analyze the law of the exception of 
plurium litis consortium and the basis for the consideration of the panel of judges 
that the plaintiff's lawsuit cannot be accepted (Niet Onvankelijkverklaard) in 
decision number 6/Pdt.G/2020/PN Bbs. This type of research is library research 
(library research), the research approach uses a normative approach. The data 
source of this research is secondary data. Methods of data collection using 
literature and document studies. Analysis of research data using qualitative 
descriptive analysis. 
The results of the study obtained a conclusion that: 1) Exception of 
Plurium Litis Consortium in Civil Law in Decision Number 6/Pdt.G/2020/PN 
Bbs, Defendant I argued that the Plaintiff's claim was lacking due to not including 
Notary Anastasia Ida Ediati and the National Land Agency ( BPN) as a party in 
the case. Meanwhile, Defendant II argues that the lawsuit is still lacking because 
the Plaintiff did not withdraw the parties related to agreement number 030/PK-
MMR/ULM-SLEM/2018 and did not withdraw the Plaintiff's biological father, 
Mr. Maryanto, as a party to the case. 2) In case number 6/Pdt.G/2020/PN Bbs, the 
Plaintiff was aware of the events or incidents around March 2019 Defendant I 
summoned the Plaintiff's biological father named Mr. Maryanto to sign the sale of 
collateral at the Defendant's office, so it was fitting for the Plaintiff's biological 
father. withdrawn as parties to this case. Based on the Supreme Court Decision 
No. 457.K/Sip/1975, November 18, 1975, which contains legal principles, among 
others, it cannot be justified if the High Court orders the District Court to 
withdraw a third party as "Defendant" so that the Panel of Judges cannot 
immediately withdraw him as parties to the case. So the Plaintiff's claim is formal, 
namely in the case of a lack of parties (plurium litis consortium), the Panel of 
Judges did not consider the subject matter of the Plaintiff's Lawsuit. The Plaintiff's 
claim does not meet the formal requirements of the lawsuit so that the Plaintiff's 
claim must be declared unacceptable (niet ontvankelijk verklaard). 
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A. Latar Belakang Masalah  
Kehidupan masyarakat memerlukan suatu norma hukum yang tegas 
dan dapat dipaksakan keberlakuannya dalam masyarakat. Hal ini karena dalam 
kehidupan masyarakat sering terjadinya perbenturan kepentingan antara 
pihak-pihak yang melakukan interaksi sosial. Pada dasarnya norma berisi hak 
dan kewajiban yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup bermasyarakat 
dengan tujuan agar tercapai ketertiban, kedamaian, serta keadilan.1 Norma 
hukum tertulis sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-
undangan maupun hukum tidak tertulis, berupa nilai-nilai yang hidup dan 
berkembang dalam masyarakat dapat membantu menjelaskan setiap masalah 
yang terjadi karena hukum mengatur hubungan antar warga masyarakat. 
Pelaksanaan hukum dapat terjadi secara normal, yaitu damai tanpa 
menyebabkan sengketa. Namun di sisi lain tidak jarang terjadi pelanggaran 
hak dan kewajiban yang menimbulkan sengketa. Dalam hal ini, hukum telah 
menyediakan suatu perangkat yang memberikan hak bagi setiap orang yang 
merasa bahwa haknya telah dilanggar oleh pihak lain untuk mengajukan 
gugatan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang apabila penyelesaian 
damai secara kekeluargaan tidak tercapai.2  
                                                 
1 Rijkschroeff, B.R., Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum, diterjemahkan oleh F. 
Tengker, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 116. 
2  Mulyadi, Lilik, Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia, 




Hukum Perdata merupakan Hukum Privat yang berlaku di Indonesia, 
dimana pengaturan pokok materi perkaranya (Hukum Perdata Materiil) diatur 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Weet Book)3 
sedangkan pengaturan mengenai Hukum Acara Perdata (Hukum Perdata 
Formil) diatur dalam Het Herzeine Indische Reglement (yang kemudian 
disingkat HIR), Yurisprudensi Hakim, dan Traktat. Secara hukum, seseorang, 
sekelompok orang, dan/atau badan hukum yang merasa haknya telah dilanggar 
oleh pihak lain dapat mengajukan suatu gugatan ke muka pengadilan.  
Perkara gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak tersebut ke 
pengadilan merupakan awal dari suatu proses beracara pada perkara perdata. 
Di Indonesia, praktik pengajuan gugatan perdata di Pengadilan mengacu pada 
hukum acara perdata yang diatur dalam Het Herziene Indonesich Reglement 
(HIR), yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, dan Reglement 
Buitengewesten (RBg) yang berlaku untuk daerah di luar Jawa dan Madura.4 
Hukum Acara Perdata memuat peraturan-peraturan yang mengikat para pihak 
yang berperkara, tetapi juga dalam pelaksanaannya tidak boleh mengurangi 
kesempatan kedua belah pihak dalam tindakan membela kepentingan masing-
masing. 
Proses jawab menjawab antara kedua belah pihak merupakan hal yang 
penting dalam pemeriksaan perkara di persidangan Pengadilan Negeri. Apa 
yang  dikemukakan  oleh  tergugat  merupakan  hal   yang  lebih  penting   lagi  
                                                 
3 Anggota IKAPI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Fokusmedia, 2014, 
hlm. iii. 




karena tergugat merupakan sasaran penggugat. Pada dasarnya tergugat tidak 
wajib menjawab gugatan penggugat. Tetapi jika tergugat menjawabnya, 
jawaban itu dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan menurut Pasal 
121 ayat (2) HIR (Pasal 145 ayat (2) Rbg). Jawaban tergugat dapat berupa 
pengakuan, bantahan, tangkisan, dan referte.  
Apabila tergugat mengajukan jawaban yang berupa tangkisan atau 
eksepsi, maka akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok 
perkara. Mengenai apa yang dimaksud dengan eksepsi atau tangkisan, 
undang-undang baik HIR dan Rbg tidak memberikan definisi dan 
penjelasannya. Menurut Chatib Rasyid dan Syaifuddin, eksepsi adalah 
tangkisan atau sanggahan terhadap suatu perkara yang menyatakan bahwa 
pengadilan tidak berwenang dalam mengadili perkara tersebut.5 
Secara harfiah eksepsi adalah tangkisan, sedangkan pengertiannya 
dalam ilmu hukum adalah suatu sanggahan atau tangkisan yang dilakukan 
tergugat terhadap gugatan penggugat dimuka sidang pengadilan, dan 
sanggahan tersebut tidak mengenai pokok perkara. Istilah lain bagi tergugat 
yang mengajukan sanggahan (eksepsi) adalah disebut excipient.6 Tangkisan 
atau pembelaan tersebut tidak menyinggung isinya surat gugatan atau surat 
dakwaan tetapi semata-mata bertujuan supaya pengadilan tidak menerima 
perkara yang diajukan.  
                                                 
5 Rasyid, Chatib & Syaifuddin, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada 
Peradilan Agama, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 85. 
6 Mujahidin, Ahmad, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Bogor: Ghalia 




Eksepsi diatur dalam Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg, Pasal 125 ayat 
(2), Pasal 133, Pasal 134, dan Pasal 136 HIR.7 Dalam prakteknya disamping 
ada eksepsi tidak berkuasanya hakim terdapat pula jenis eksepsi yang lain 
yaitu eksepsi obscuur libel, eksepsi ne bis in idem, eksepsi disqualificatoir, 
eksepsi dilatoir, dan eksepsi peremtoir. Di pengadilan, tidak setiap gugatan 
Penggugat dapat dieksepsi kecuali apabila ada alasan hukumnya, apabila tidak 
ada alasan hukum di dalam eksepsi maka, eksepsi yang diajukannya akan sia-
sia saja. Dalam praktek di pengadilan untuk mengajukan semua eksepsi, 
kecuali eksepsi kompetensi absolut, haruslah dilakukan bersama-sama dengan 
jawaban atas pokok perkaranya. Semua jenis eksepsi, kecuali yang berkenaan 
dengan kompetensi, dalam pemeriksaan dan putusannya juga harus dilakukan 
bersama-sama dengan jawaban atas pokok perkaranya. 
Tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri 
proses pemeriksaan tanpa lebih jauh memeriksa materi pokok perkara. 
Pengakhiran yang diminta bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan 
negatif, yang menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).8 
Berdasarkan putusan negatif tersebut, pemeriksaan perkara diakhiri tanpa 
menyinggung penyelesaian materi pokok perkara. Meskipun dalam undang-
undang hanya menyebut eksepsi kompetensi mengadili secara absolut dan 
relatif, masih banyak lagi eksepsi lain yang diakui keabsahan dan 
keberadaannya oleh doktrin hukum dan praktik Peradilan.  
                                                 
7 Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2011, hlm. 100. 




Keabsahan dan keberadaan eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi, 
diakui secara tersirat dalam Pasal 136 HIR, Pasal 114 Rv, yang berbunyi:  
“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), 
kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan 
ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-
sama dengan pokok perkara.” 
Penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Negeri Brebes atas 
kasus gugatan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) pada perkara 
Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bbs yang diajukan Penggugat karena perbuatan 
Tergugat I dan Tergugat II karena dalam proses rangkaian pelaksanaan 
penjualan di bawah tangan dianggap melanggar beberapa ketentuan dalam 
peraturan perundang undangan dan atau kepatutan, kebiasaan, dan norma yang 
hidup dalam masyarakat. 
Pada perkara tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi (tangkisan atau 
pembelaan) yang tidak menyinggung isi surat gugatan atau surat dakwaan 
tetapi semata-mata bertujuan supaya pengadilan tidak menerima perkara yang 
diajukan. Adanya tuntutan pembatalan perjanjian kredit, maka perjanjian 
acessoir yang timbul berupa Akta Pembebanan Hak Tanggungan dan 
Sertifikat Hak Tanggungan atas objek jaminan haruslah dinyatakan batal, oleh 
karenanya mengingat produk Sertifikat Hak Tanggungan tersebut adalah 
produk dari Badan Pertanahan Nasional, maka adalah sangat beralasan untuk 
menarik BPN sebagai pihak dalam perkara tersebut, maka tergugat 




Badan Pertanahan Nasional, telah mengakibatkan gugatan Penggugat cacat 
secara formil karena kurang pihaknya (plurium litis consortium). 
Para pihak dapat menyelesaikan perkaranya melalui jalur peradilan 
maka Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui yurisprudensinya telah 
menggariskan beberapa syarat yang dapat dipedomani dalam menyusun 
gugatan yaitu sebagai berikut: 
1. Seseorang bebas dalam menyusun dan merumuskan surat gugatan 
sepanjang cukup memberikan gambaran tentang kejadian atau peristiwa 
materil yang menjadi dasar tuntutan (Yurisprudensi MA tanggal 15-3- 
1970 Nomor 547 K/Sip/1972). 
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Yurisprudensi MA tanggal 
21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970). 
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap seluruh 
identitasnya (Yurisprudensi MA tanggal 13-5-1975 Nomor 151/Sip/1975). 
4. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, 
batasbatas dan ukuran tanah (Yurisprudensi MA tanggal 9-7-1973 Nomor 
81K/Sip/1971).9 
Syarat kelengkapan formal dalam surat gugatan yaitu meliputi subjek 
gugatan baik dari penggugat/para penggugat sendiri ataupun diri tergugat/para 
penggugat atau turut tergugat. Pada kelengkapan formil ini hendaknya harus 
jelas  identitas  (nama,  umur  dan  alamat)  para  pihak  yang  berperkara   dan  
                                                 
9 Asikin, Zainal, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 




khusus terhadap pihak yang digugat haruslah semuanya diikutsertakan sebagai 
tergugat/turut tergugat dalam surat gugatan itu. Hal ini haruslah dicermati 
secermat mungkin dan diperhatikan secara baik oleh karena apabila 
kelengkapan formal dari surat gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang 
seharusnya digugat akan tetapi ternyata dalam surat gugatan mereka tidak di 
gugat maka akan berakibat surat gugatan penggugat/para penggugat 
dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) sebagaimana 
ketentuan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan 
Nomor: 216 K/Sip/1974).10 
Tidak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Negeri, maka pengadilan 
tidak menyelesaikan materi pokok perkara, karena gugatan yang diajukan 
mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan prematur dengan diajukannya 
eksepsi selain tidak berkuasanya hakim terhadap gugatan tersebut. Skripsi ini 
penulis berusaha menganalisa eksepsi perkara perdata terhadap gugatan yang 
bersifat plurium litis consortium.  
Praktek peradilan di Indonesia, khususnya di Pengadilan Negeri, masih 
sering dijumpai dijatuhkannya putusan pengadilan dengan amar gugatan 
Penggugat tidak dapat diterima. Kenyataan ini tentu saja sangat merugikan 
pihak Penggugat karena berbagai pengorbanan untuk memperoleh haknya 
telah dilakukan, baik pengorbanan dalam bentuk materi maupun waktu 
menjadi sia-sia akibat kesalahan memformulasi gugatan, padahal syarat-syarat 
                                                 





dimaksud tidak secara tegas dirumuskan dalam ketentuan perundang-
undangan yang mengatur Hukum Acara Perdata. 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, untuk menganalisis 
eksepsi plurium litis consortium dalam hukum perdata yang banyak dilakukan 
pihak Tergugat dalam praktek peradilan, sehingga penulis tertarik untuk 
meneliti masalah tersebut dengan menetapkan judul “Analisis Hukum Eksepsi 
Plurium Litis Consortium dalam Hukum Perdata pada Putusan Nomor 
6/Pdt.G/2020/PN Bbs”. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan atas uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 
yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana hukum eksepsi plurium litis consortium dalam hukum perdata 
pada putusan nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bbs? 
2. Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim menyatakan gugatan 
penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard) pada putusan 
nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bbs? 
C. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 
dikemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Menganalisis hukum eksepsi plurium litis consortium dalam hukum 




2. Mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim menyatakan gugatan 
penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard) pada putusan 
nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bbs. 
D. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis 
maupun dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
1. Manfaat teoritis, dapat menjadi bahan kajian akademis dan memberikan 
sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum, 
khususnya hukum perdata, serta menambah ilmu pengetahuan dibidang 
praktik hukum acara perdata baik bagi penulis maupun pembaca 
khususnya dalam hal penggunaan eksepsi Plurium Litis Consortium. 
2. Manfaat praktis, memberikan pemahaman kepada penulis maupun 
masyarakat terkait eksepsi Plurium Litis Consortium yang dapat 
menyebabkan gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima sehingga 
menimbulkan suatu konsekuensi hukum bahwa terhadap gugatan tersebut 
dapat diajukan lagi oleh penggugat sehingga penggugat dirugikan karena 
perkara sudah diputus dan penggugat sebagai pihak yang kalah, oleh 
karenanya tidak dapat mengajukan gugatan baru lagi (nebis in idem). 
E. Tinjauan Pustaka  
Hipan, Nasrun. (2017). Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat 
Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap 




(April 2017:44-55). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor 
penyebab gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan 
Negeri Luwuk. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan 
sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersieryang ada kaitannya dengan 
topik penelitian ini. 
Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya ada 4 
(empat) faktor penyebab gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima 
oleh Pengadilan Negeri Luwuk, yaitu faktor karena gugatan penggugat 
mengandung cacat formal berupa “nebis in idem”, faktor gugatan penggugat 
mengandung cacat formal berupa kurang pihak, faktor gugatan pengugat 
mengandung cacat formal berupa kabur atau tidak jelas serta faktor karena 
kuasa hukum penggugat tidakmemenuhi syarat untuk bertindak menurut 
hukum acara perdata. 
Muflichah, Siti, dkk. (2008). Eksepsi Plurium Litis Consortium (Studi 
Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 401/Pdt/2002/PT. Smg jo. 
Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.41/Pdt.G/2000/PN.Pwt). Jurnal 
Dinamika Hukum, Vol 8, No 2 (2008:121-130). Dalam yurisdiksi sipil, 
kebenaran yang dicari adalah kebenaran formal. Hal ini tentunya berbeda 
dengan peradilan pidana, dimana kebenaran yang dicari adalah kebenaran 
material. Menelusuri kebenaran formal, artinya hakim tidak boleh melampaui 
batas yang diangkat para pihak. Hal ini mengandung kesamaan, bahwa proses 
verifikasi tidak melihat pada bobot atau isi, tetapi pada cakupan luas 




Dalam yurisdiksi perdata, pencarian kebenaran adalah kebenaran yang 
mengandalkan verifikasi formal.  
Hasil penelitian disimpulkan bahwa putusan hakim memuat unsur 
supremasi hukum, keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu hakim harus 
berhati-hati, baik dalam membuat rancangan keputusan maupun pengambilan 
keputusan nantinya. Dalam Perkara No. 401/Pdt/2002/PT. Smg, Hakim 
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengambil putusan tersebut dengan 
memperkuat putusan PN Purwokerto dalam perkara No. 41/Pdt.G/2000/PN 
Pwt. Putusan hakim ini merupakan contoh kelalaian hakim dalam mengambil 
keputusan. pengecualian dari kurangnya partai telah menolak. Oleh karena itu, 
hakim harus mempertimbangkan hal tersebut dalam keputusannya. Oleh 
karena itu, hakim harus mempertimbangkan hal tersebut dalam keputusannya. 
Hal ini tentu saja relatif merugikan penggugat, karena jika gugatan tidak 
diterima, penggugat dapat memperbaiki/memperbaiki gugatannya atau baru 
kembali menggugat ke pengadilan. Namun penolakan gugatan membuat 
penggugat tidak dapat memperbaiki/memperbaiki gugatannya atau membuat 
gugatan baru lagi. Akhirnya keputusan yang tidak hati-hati tidak memenuhi 
unsur supremasi hukum, keadilan dan kemanfaatan. 
Fathana, Gren (2017) Akibat Hukum Dan Upaya Hukum Putusan Niet 
Ontvankelijk Verklaard (N.O) Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan 
Nomor: 779/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR Tanggal 14 Maret 2012). Artikel 
Hukum Universitas Esa Unggul. Suatu gugatan harus memenuhi syarat-syarat 




gugatan mengandung cacat formil maka Hakim dapat menyatakan gugatan 
tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Adapun permasalahannya 
adalah apakah faktor-faktor yang menyebabkan putusan N.O, serta akibat 
hukum dan upaya hukum dalam Putusan dinyatakan tidak dapat diterima 
(N.O) dalam perkara perdata. Penelitian dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan penelitian normatif (library research) yang bersifat deskriptif 
analitis yang dianalisa secara kualitatif.  
Faktor-faktor yang menyebabkan Putusan dalam perkara perdata 
Nomor 779/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR tanggal 14 Maret 2012 dinyatakan 
tidak dapat diterima (N.O ) adalah karena gugatan mengandung cacat formil 
atau error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, sehingga 
perkara tersebut dihentikan dan putusan belum menyangkut pada pokok 
perkaranya. Upaya hukumnya adalah dapat mengajukan upaya hukum biasa 
yaitu banding. Akan tetapi akan lebih baik untuk pihak penggugat sebaiknya 
dengan memperbaiki surat gugatan dengan melengkapi dan menarik pihak-
pihak yang belum diikutsertakan dalam gugatan pertama sehingga surat 
gugatan tersebut tidak mengandung cacat formil. Oleh karenanya Putusan 
Hakim sudah tepat dan benar bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat 
formil yang disebabkan faktor gugatan kurang pihak. Untuk Penggugat/Kuasa 
Hukum dalam membuat surat gugatan hendaknya berpedoman kepada 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta cermat dalam menyusun 
surat gugat dengan mmenuhi syarat formil gugatan agar gugatan tersebut tidak 




yang harus ditarik sebagai pihak sehingga tidak terjadi kesalahan dalam 
menempatkan dan menarik para pihak pada akhirnya tidak menimbulkan 
putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke 
Verklaard/N.O) 
Cutriyah, Tari Elza. (2013). Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard 
(N.O) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pontianak (Studi Kasus 
Perkara Perdata Nomor 40/Pdt.G/2012/Pn.Ptk). E-Jurnal Gloria Yuris, Vol. 1, 
No. 2 (2013). Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Faktor Apakah 
Yang Menyebabkan Lahirnya Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O) 
Dalam Perkara Perdata No. 40 Tahun 2012 di Pengadilan Negeri Pontianak? 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan 
informasi tentang Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard di Pengadilan Negeri 
Pontianak, mengungkapkan faktor-faktor penyebab lahirnya putusan Niet 
Ontvankelijk Verklaard di Pengadilan Negeri Pontianak, mengungkapkan 
akibat hukum dari putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O) dan untuk 
mengungkapkan upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Penggugat 
setelah dijatuhkannya putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O). Metode 
penelitian yang dilakukan Penulis menggunakan Metode Deskriptif Analisis. 
Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik komunikasi langsung, penulis 
langsung berhubungan dengan sumber data dengan wawancara dan 
menggunakan total sampling dalam pengambilan sampel penelitian. 
Hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor penyebab gugatan 




perkara perdata Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Ptk) dikarenakan kurang pihak 
(pihak tergugat) dimana ada pihak lain yang tidak ikut digugat (kelompok 
tani) dan gugatan mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium 
litis consortium dalam arti gugatan yang diajukan tidak lengkap dan kurang 
pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Guna kepentingan para pihak yang 
merasa dirugikan atas putusan N.O dapat dilakukan upaya hukum yaitu 
banding dan memperbaiki gugatan dengan menarik pihak- pihak yang belum 
diikutsertakan sebagai tergugat. Dalam mengajukan gugatan haruslah 
memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dengan sistematika yang lazim dan standar dalam 
praktek peradilan. Selanjutnya juga lebih berhati- hati dalam menempatkan 
dan menarik pihak-pihak yang diikutsertakan dalam surat gugatan yang 
diajukan sehingga memenuhi persyaratan formil dalam mengajukan surat 
gugatan sehingga pada akhirnya tidak menimbulkan putusan N.O. 
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 
penelitian kepustakaan (library research), sedangkan metode yang digunakan 
adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan upaya 
penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada 




kemanusiaan.11 Penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian kuantitatif 
yang umumnya tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya.  
Penelitian kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam 
pecarian data, atau cara pengamatan (bentuk observasi) secara mendalam 
terhadap tema yang diteliti untuk menemukan jawaban dari masalah yang 
ditemukan di awal sebelum penelitian ditindaklanjuti. Penelitian kepustakaan 
inti merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisis 
sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian 
kepustakaan terkait eksepsi plurium litis consortium dalam hukum perdata.  
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif 
dengan metode pendekatan yang digunakan adalah Case Approach 
(pendekatan kasus) di mana metode ini dilakukan dengan cara melakukan 
kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penerapan hukum terkait 
dengan masalah penelitian. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum 
normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 
pustaka atau data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut disusun secara 
sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya 
dengan masalah yang diteliti.12  
 
                                                 
11 Kuswarno, Engkus, Menulis Ilmiyah Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: 
Yayasan Pustaaka Obor Indonesia, 2010, hlm. 1. 




Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematik 
hukum, yaitu penelitian yang dilakukan pada perundang-undangan tertentu 
ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan 
identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, 
yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa 
hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.13  
3. Sumber Data  
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan sehingga sumber 
datanya menggunakan data sekunder, yaitu diperoleh secara tidak langsung 
dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan, 
bersumber pada buku-buku literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan 
dan arsip penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.14  
Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari atas dasar bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Maka sumber dan jenis bahan 
penelitian yang digunakan dalam bahan penelitian ini, meliputi: 
a. Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang 
berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat 
mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.15  
b. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan 
keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak 
                                                 
13 Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 15. 
14 Syamsudin, M., Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2007. hlm. 99. 





langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak 
lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang 
berwujud laporan dan buku-buku hukum.16  
4. Metode Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui 
studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat 
pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan 
mempergunakan content analysis.17 Dalam penelitian ini, penulis melakukan 
studi pustaka dengan cara menelusuri perpustakaan, membaca, mengkaji dan 
mempelajari buku-uku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, 
jurnal penelitian, makalah, searching internet, dan pembelian buku referensi 
guna menunjang penelitian. Sedangkan studi dokumen dengan mencari data-
data terkait dengan penelitian di lokasi penelitian berupa putusan Pengadilan. 
5. Metode Analisis Data  
Analisis data penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif yang bersifat deskriptif analitik yaitu berusaha 
menggambarkan dan menjelaskan terhadap sumber-sumber hukum yang 
dijadikan legitimasi terkait keabsahan perceraian dan hak asuk anak akibat 
perceraian golongan Kristen Indonesia. Analisis deskriptif analitik dilakukan 
dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, 
                                                 
16 Ibid, hlm. 36. 




yaitu analisis interaktif. Dalam analisis ini, data yang diperoleh dilapangan 
disajikan dalam bentuk narasi.18  
Proses analisis datanya menggunakan tiga proses yang saling 
berhubungan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Reduksi data meliputi seleksi dan pemadatan data, catatan diringkas dan 
disederhanakan. Data tersebut ditampilkan dalam bentuk gabungan informasi, 
diringkas menggunakan teknik penalaran secara induktif dengan cara berpikir 
yang berangkat dari fakta-fakta khusus kemudian ditarik kegeneralisasi yang 
bersifat umum. Langkah selanjutnya penarikan kesimpulan dan verifikasi data, 
mencakup proses pemaknaan dan penafsiran data terkumpul yang bertujuan 
untuk mendeskripsikan hukum eksepsi plurium litis consortium dan dasar 
pertimbangan hakim menyatakan gugatan penggugat tidak diterima dalam 
hukum perdata pada putusan nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bbs. 
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi memuat urut-urutan penulisan penelitian 
dalam skripsi. Untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka 
penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 
Bab I  Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
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Bab II  Eksepsi Plurium Litis Consortium dalam Hukum Perdata, dalam bab 
ini dikemukakan tinjauan umum tentang eksepsi, meliputi pengertian 
eksepsi, jenis-jenis eksepsi, cara mengajukan eksepsi; tinjauan umum 
tentang hukum perdata, meliputi pengertian hukum perdata, sumber 
hukum acara perdata, asas hukum acara perdata; dan tinjauan umum 
tentang putusan.  
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan dijelaskan hasil 
penelitian dan pembahasan terkait analisis hukum eksepsi plurium 
litis consortium dan dasar pertimbangan hakim menyatakan gugatan 
penggugat tidak diterima dalam hukum perdata pada putusan nomor 
6/Pdt.G/2020/PN Bbs 
Bab IV Penutup, bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan 
diuraikan jawaban penulis dari rumusan masalah penelitian dan 
memaparkan saran-saran dari penulis. 
20 
BAB II 
EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM DALAM HUKUM PERDATA 
 
A. Tinjauan Umum tentang Eksepsi 
1. Pengertian Eksepsi 
Hukum acara perdata mengenal adanya jawaban atas gugatan dalam 
sebuah persidangan. Jawaban atas gugatan pada umumnya terdiri dari dua 
bagian, yang pertama yakni eksepsi dan yang kedua yakni bantahan pokok 
perkara. Jika akan dilakukan gugatan balik (rekonpensi) maka ditambah lagi 
dengan dalil gugatan dan lain-lain sesuai dengan surat gugatan. Pada 
penelitian ini penulis hanya akan membahas tentang eksepsi.  
Menurut Chatib Rasyid dan Syaifuddin, eksepsi adalah tangkisan atau 
sanggahan terhadap suatu perkara yang menyatakan bahwa pengadilan tidak 
berwenang dalam mengadili perkara tersebut.19 Secara harfiah eksepsi adalah 
tangkisan, sedangkan pengertiannya dalam ilmu hukum adalah suatu 
sanggahan atau tangkisan yang dilakukan tergugat terhadap gugatan 
penggugat dimuka sidang pengadilan, dan sanggahan tersebut tidak mengenai 
pokok perkara. Istilah lain bagi tergugat yang mengajukan sanggahan 
(eksepsi) adalah disebut excipient.20  
Tangkisan atau pembelaan tersebut tidak menyinggung isinya surat 
gugatan  atau  surat  dakwaan  tetapi semata-mata bertujuan supaya pengadilan  
                                                 
19 Rasyid, Chatib & Syaifuddin, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada 
Peradilan Agama, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 85. 
20 Mujahidin, Ahmad, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Bogor: Ghalia 




tidak menerima perkara yang diajukan. Dalam kontek hukum acara ini eksepsi 
bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh tergugat menyangkut 
formalitas surat gugatan.21 Misalnya terkait dengan kompetensi pengadilan, 
sah dan tidaknya surat kuasa, salah pihak, dan lain-lain sehingga surat gugatan 
itu dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk).  
Eksepsi diatur dalam Pasal 136 HIR/Pasal 162 R.Bg, Pasal 125 ayat 
(2), Pasal 133, Pasal 134, dan Pasal 136 HIR.22 Dalam prakteknya disamping 
ada eksepsi tidak berkuasanya hakim terdapat pula jenis eksepsi yang lain 
yaitu eksepsi obscuur libel, eksepsi ne bis in idem, eksepsi disqualificatoir, 
eksepsi dilatoir, dan eksepsi peremtoir. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa eksepsi 
merupakan bagian dari jawaban Tergugat terhadap gugatan yang diajukan 
oleh Penggugat . Eksepsi pada pokoknya membuat bantahan-bantahan tertentu 
adalah suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung pokok 
perkara. Eksepsi pada dasarnya mempersoalkan keabsahan formal dari 
gugatan Penggugat. Pada perkembangannya, ternyata eksepsi tidak 
menyangkut masalah keabsahan formal belaka, namun menyangkut pokok 
perkara yang menentukan dapat tidaknya pemeriksaan pokok perkara 
dilanjutkan. Maksud eksepsi agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat 
diterima. Dengan demikian dalam eksepsi terkandung menimal terdapat tiga 
unsur di dalamnya yaitu berisi bantahan atau sangkalan, bantahan atau 
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sangkalan tersebut tidak secara langsung mengenai pokok perkara, dan 
bertujuan agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. 
2. Jenis-Jenis Eksepsi  
Praktik hukum acara perdata yang berlaku saat ini, tangkisan atau 
eksepsi Tergugat dapat dibagi kepada dua kelompok besar, yaitu eksepsi 
prosesuil dan eksepsi materil. Kedua bagian utama tersebut mengandung 
karakteristik tersendiri. Bila eksepsi prosesuil menekan aspek keabsahan 
formil suatu gugatan, maka eksepsi materil lebih menekankan pada substansi 
gugatan tidak atau belum dapat diperkarakan karena berbagai alasan atau 
keadaan melekat di dalamnya. 
Secara lebih rinci menurut M. Yahya Harahap, eksepsi dibagi menjadi 
tiga jenis yaitu, Eksepsi Prosesual, Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi 
Kompetensi dan Eksepsi Hukum Materil. 
a. Eksepsi Prosesual  
Eksepsi ini di dasarkan pada keabsahan formal suatu gugatan, 
Tergugat meminta kepada pengadilan agar menyatakan agar gugatan 
Penggugat tidak dapat diterima. Eksepsi Prosesual adalah jenis eksepsi 
yang berkenaan dengan syarat formil gugatan. Apabila gugatan yang 
diajukan mengandung cacat formil maka gugatan yang diajukan tidak sah, 
dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke 
verklaard).23  
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1) Eksepsi Kewenangan Absolut 
Eksepsi kewenangan absolut adalah bantahan Tergugat 
mengenai Penggugat dinilai salah mendaftarkan gugatannya di 
pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang 
bersangkutan. Ini berkaitan dengan pembagian lingkungan peradilan 
dan peradilan khusus. Misalnya dalam kasus mengenai sengketa 
pembagian warisan orang yang beragama Islam yang diajukan ke 
pengadilan negeri (peradilan umum). Tergugat mengajukan eksepsi 
bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara warisan 
bagi yang beragama Islam sebab itu berada dalam yurisdiksi 
pengadilan agama.  
Eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan kapanpun selama 
proses pemeriksaan dimulai sampai dengan sebelum putusan 
dijatuhkan pada tingkat pertama (PN), sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 134 HIR yang berbunyi: “Jika perselisihan itu adalah suatu 
perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada 
sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya 
hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula 
mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa” 
Eksepsi Absolut ini pada dasarnya meminta Pengadilan untuk 
menyatakan diri tidak berwenangdan memutus pokok perkara. Tiap 
lingkungan peradilan memiliki kewenangan atributif yang telah 




kewenangan yang bersifat mutlak dan tidak dapat atau tidak boleh 
diperiksa pokok perkaranya oleh Pengadilan oleh lingkungan peradilan 
lainnya. 
2) Eksepsi Kewenangan Absolut 
Eksepsi kewenangan relatif adalah bantahan Tergugat yang 
menyatakan Penggugat salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan 
yang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Tetapi 
yang berwenang adalah pengadilan lain dalam lingkungan pengadilan 
yang sama, misalnya Tergugat dalam hal ini berdomisli di Tegal, 
namun gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Brebes, yang 
seharusnya gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Tegal. 
Berbeda dengan eksepsi kewenangan absolut, eksepsi 
kewenangan relatif hanya dapat diajukan di sidang pertama dan 
bersamaan dengan saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi 
pokok perkara,24 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 HIR yang 
berbunyi: “Jika orang yang digugat dipanggil menghadap pengadilan 
negeri, sedang menurut peraturan pada Pasal 118 ia tidak usah 
menghadap pengadilan negeri itu, maka bolehlah ia meminta hakim 
supaya menerangkan bahwa hakim tidak berkuasa, asal saja 
permintaan itu dimasukan dengan segera pada permulaan persidangan 
pertama; permintaan itu tidak akan diperhatikan lagi jika orang yang 
digugat telah melahirkan suatu perlawanan lain” 
                                                 




Eksepsi ini menyatakan bahwa Pengadilan pemeriksaan 
perkara tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus 
pokok perkara karena wewenang relatif dari Pengadilan lain. Dalam 
eksepsi ini yang menjadi inti keberatan Tergugat hanya mencakup 
masalah yurisdiksi Pengadilan, bukan menyangkut kewenangan 
atributif (absolut) Pengadilan.  
b. Eksepsi Prosesual  
Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi terdiri dari 
beberapa bentuk yaitu Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah, Eksepsi 
Error in Persona, Eksepsi Ne Bis In Idem, dan Eksepsi Obscuur Libel.25 
1) Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah  
Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah adalah eksepsi yang 
diajukan oleh Tergugat dalam hal surat kuasa bersifat umum; surat 
kuasa dibuat orang yang tidak berwenang atau surat kuasa yang 
diajukan oleh kuasa Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi syarat 
formil yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 
Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, yaitu: 
a) Tidak menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di 
PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif; 
b) Tidak menjelaskan identitas para pihak yang berperkara; 
c) Tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan 
objek yang diperkarakan; serta 
                                                 




d) Tidak mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.26 
Eksepsi ini mempermasalahkan tidak terpenuhinya syarat 
formalistas gugatan Penggugat secara umum. Permasalahan yang 
sering muncul dalam eksepsi ini adalah menganai keabsahan pihak 
yang bertandatangan dalam surat gugatan. Surat gugatan yang 
didalamnya mencantumkan pemberian kuasa khusus kepada pihak 
tertentu (misalnya advokat) sering dipermasalahkan oleh Tergugat. 
Misalnya tanggal surat gugatan lebih dahulu dibanding dengan tanggal 
surat kuasa sementara yang bertanda tangan di dalam surat gugatan 
adalah kuasanya, maka surat gugatan Penggugat tidak sah karena 
ditandatangani oleh kuasa yang secara hukum belum mendapat kuasa 
melalui surat kuasa khusus. 
2) Eksepsi Eror In Persona 
Eksepsi error in persona adalah eksepsi yang dilakukan oleh 
Tergugat dalam hal Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk 
mengajukan perkara tersebut, atau pihak yang digugat adalah tidak 
memiliki urusan dengan perkara tersebut, atau pihak yang digugat 
tidak lengkap.27 
Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak 
melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan 
atau pihak yang ditarik dalam gugatan tidak memiliki kepentingan 
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langsung dengan pokok gugatan. Dalam praktek ada beberapa jenis 
eksepsi error in persona yaitu: 
a) Eksepsi gemis aanhocdnigheid adalah Eksepsi menyatakan bahwa 
Penggugat bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan. 
Dasarnya adalah Penggugat tidak memiliki hak atau kepentingan 
lansung dengan pokok perkara. Misalnya Penggugat ternyata 
belum dewasa, kurang ingatan, atau dibawah pengampuan. 
b) Eksepsi plurium litis consortium adalah Eksepsi yang menyatakan 
bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik 
sebagai Tergugat tidak lengkap atau pihak Penggugat tidak 
lengkap. Tidak lengkap para pihak menyebabkan pihak-pihak yang 
tidak ditarik atau duduk didalam gugatan dapat dirugikan, dan 
dapat menimbulkan terjadinya penyeludupan hukum karena 
dimungkinkan fakta-fakta penting yang menetukan tidak terungkap 
atau sengaja disembunyikan oleh pihak pihak tertentu yang duduk 
sebagai Penggugat. 
c) Eksepsi ex juri terti adalah eksepsi menyatakan gugatan Penggugat 
kabur dikarenakan ada pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai 
Tergugat, pihak yang ditarik dapat didudukan sebagai Tergugat 
atau setidak-tidaknya sebagai turut Tergugat. 
3) Eksepsi Ne Bis In Idem 
Eksepsi ne bis in idem adalah eksepsi yang diajukan oleh 




diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. 
Eksepsi ini menyatakan bahwa perkara yang sama telah pernah diputus 
oleh Pengadilan sebelumnya. Putusan yang di dalamnya melekat nebis 
in idem adalah putusan yang bersifat positif, yaitu putusan yang telah 
memeriksa dan memutus pokok perkara, baik dikabulkan maupun 
ditolak.  
Putusan yang di dalamnya melekat unsur nebis in idem, selain 
bersifat positif juga harus telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 
1917 KUHPerdata disebutkan: “Kekuatan suatu putusan Hakim yang 
telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok 
perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, 
soal yang dituntut harus sama;tutatan harus didasarkan pada alasan 
yang sama; harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak 
sama dalam hubungan yang sama pula” Dari ketentuan tersebut, maka 
syarat putusan melekat nebis in idem adalah: 
a. Pokok perkara baru yang dituntut sama dengan pokok perkara lama 
yang sudah diputus; 
b. Alasan atau dasar yang di dalam gugatan sama dengan perkara 
yang lama; 
c. Diajukan pihak-pihak yang sama terhadap pihak yang sama pula; 
d. Hubungan hukum di antara para pihak sama dengan hukum para 





4) Eksepsi Obscuur Libel 
Eksepsi Obscuur Libel, yaitu eksepsi yang diajukan oleh 
Tergugat dalam hal gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak 
jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek 
sengketanya, petitum tidak rinci dijabarkan dan permasalahan antara 
posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Eksepsi ini 
merupakan eksepsi gugatan yang diajukan tidak jelas permasalahannya 
(kabur). Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 ayat (1) RBg 
dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang 
melawan hak dan tidak beralasan: 
a) Dasar hukum gugatan tidak jelas: 
b) Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas; 
c) Objek sengketa tidak jelas; 
d) Kerugian tidak dirinci; 
e) Petitum gugatan tidak jelas; 
f) Posita dan petitum saling bertentangan. 
c. Eksepsi Materiil 
Eksepsi materiil yaitu eksepsi yang diajukan dengan tujuan agar 
hakim memeriksa perkara yang sedang berlangsung tidak melanjutkan 
pemeriksaan karena dalil gugatannya bertentangan dengan hukum perdata 






1) Exceptio Dilatoria  
Exceptio dilatoria yaitu eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat 
dalam hal gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa 
sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan 
yang diajukan masih terlampau dini. Contohnya belum sampai batas 
waktu untuk menggugat karena telah dibuat penundaan pembayaran 
oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan 
debitur.28 Eksepsi ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat belum 
dapat dikabulkan, karena persyaratan yang diajukan Penggugat belum 
terpenuhi.  
2) Exceptio Peremptoria 
Exceptio peremptoria adalah eksepsi yang diajukan oleh 
Tergugat kepada Penggugat yang dapat menyingkirkan gugatan karena 
masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan.29 Contohnya perkara 
yang diajukan sudah lewat waktu atau daluarsa untuk digugat (exceptio 
temporis), perjanjian yang dilakukan mengandung unsur penipuan 
(exceptio doli mali), perjanjian yang dilakukan mengandung unsur 
paksaan atau dwang (exceptio metus), si penggugat sendiri tidak 
melakukan prestasinya (exceptio non adimpleti contractus) dan 
sengketa yang digugat sedang proses pemeriksaan juga di pengadilan 
dengan nomor perkara yang berbeda (exceptio litis pendentis). 
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Premtoir exceptie merupakan tangkisan yang menghalangi 
dikabulkannya gugatan Penggugat. Sebagai contoh lain Penggugat 
mendalilkan gugatannya dengan alasan melanggar sighat taklik talak 
angka (2) tidak memberi nafkah isteri tiga bulan lamanya. Tergugat 
mengakui bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat 
sudah tiga bulan lamanya, tetapi Tergugat mendailkan bahwa dia tidak 
memberi nafkah kepada Penggugat karena Penggugat nusuz. 
3. Cara Mengajukan Eksepsi 
Pada dasarnya jawaban bukanlah suatu kewajiban yang harus 
diberikan oleh Tergugat di dalam persidangan. Melainkan adalah hak 
Tergugat untuk membantah dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di surat 
gugatannya. Jawaban terhadap surat gugatan dibuat dengan tertulis, 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 121 ayat (2) HIR yang berbunyi “ketika 
memanggil yang digugat, maka sejalan dengan itu hendak diserahkan juga 
sehelai salinan surat tuntutan, dengan memberitahukan kepadanya bahwa ia 
kalau mau boleh menjawab tuntutan itu dengan surat”.  
Biasanya jawaban diberikan oleh Tergugat kepada Majelis Hakim dan 
Penggugat pada sidang pertama setelah gagalnya proses mediasi yang 
difasilitasi oleh pengadilan. Namun apabila Tergugat belum siap, maka 
Majelis Hakim akan memberikan kesempatan lagi pada sidang berikutnya 
untuk menyertakan jawaban tersebut. 
Isi dari jawaban tersebut tidak hanya berisi bantahan terhadap pokok 




berisi pengakuan (confession), terhadap sebagian atau seluruh dalil gugatan 
Penggugat.30 Selain itu, jawaban yang disampaikan oleh Tergugat dapat 
sekaligus memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara. Jika jawaban 
sudah memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara, Tergugat harus 
menjawab secara sistematis agar lebih mudah dibaca dan dipahami oleh 
Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. 
Cara yang dianggap sesuai dengan tuntutan teknis peradilan, dalam hal 
jawaban sekaligus berisi eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara, yaitu: 
a. Mendahulukan eksepsi pada bagian depan. Dalam jawaban dibuat suatu 
judul “Dalam Eksepsi” yang ditempatkan pada bagian depan mendahului 
uraian bantahan pokok perkara.  
b. Menyusul kemudian, uraian bantahan pokok perkara dengan judul “Dalam 
Pokok Perkara”. 
c. Bagian terakhir, berupa kesimpulan yang berisi pernyataan singkat eksepsi 
dan bantahan pokok perkara.31  
Eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara di dalam konteks hukum 
acara memiliki makna yang sama yaitu sebuah tangkisan atau bantahan. 
Namun di dalam eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-
syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung 
cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang 
karenanya gugatan tidak dapat diterima.32 
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B. Tinjauan Umum tentang Hukum Perdata 
1. Pengertian Hukum Perdata 
Setiap orang yang melakukan hubungan hukum harus mentaati atau 
mematuhi peraturan hukum yang telah ditetapkan. Tetapi dalam hubungan 
hukum tidak semua berjalan dengan apa yang diharapkan, mungkin timbul 
suatu keadaan dimana pihak yang satu tidak memenuhi kewajiban terhadap 
pihak yang lainnya, sehingga pihak yang lainnya merasa dirugikan. Mungkin 
juga terjadi tanpa suatu alasan hak seseorang dirugikan oleh perbuatan orang 
lain, karena itulah perlu adanya peraturan dan iktikad baik agar tidak saling 
merugikan antar kedua belah pihak. 
Tuntutan merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh 
perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah 
‘eigenrichting’ atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi 
sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya 
sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang 
berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu 
tindakan menghakimi sendiri itu tidak dibenarkan dalam hal kita hendak 
memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.33  
Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang yang satu 
dengan    orang    lain   di  dalam   masyarakat   yang  menitikberatkan  kepada  
 
                                                 





kepentingan perseorangan (pribadi). Berikut ini beberapa pengertian hukum 
perdata menurut para ahli, sebagai berikut: 
a. Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, hukum perdata adalah hukum yang 
mengatur kepentingan warga negara perseorangan satu dengan 
perseorangan lainnya. 
b. Ronald G. Salawane, hukum perdata adalah seperangkat aturan-aturan 
yang mengatur orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau 
badan hukum yang lain di dalam masyarakat yang menitikberatkan kepada 
kepentingan perseorangan dan memberikan sanksi keras atas pelanggaran 
yang dilakukan sebagaimana telah ditetapkan dalam KUH Perdata. 
c. Soediman Kartohadiprodjo, hukum Perdata adalah hukum yang mengatur 
kepentingan perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya. 
d. Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum antar perseorangan 
yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang 
lain didalam hubungan berkeluarga dan dalam pergaulan masyarakat. 
e. R. Soebekti, hukum perdata adalah semua hak yang meliputi hukum privat 
materiil yang mengatur kepentingan perseorangan.34 
Pengertian hukum perdata menurut Salim H.S. adalah keseluruhan 
kaidah-kaidah hukum, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis yang 
mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan dengan subjek         
hukum  yang  lain  dalam  hubungan   kekeluargaan  dan  di  dalam   pergaulan  
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kemasyarakatan. Riduan Syahrani memberi pengertian hukum perdata ialah 
hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang 
lain di dalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan 
perseorangan (pribadi).35 
Berdasarkan pengertian hukum perdata di atas, maka dapat 
disimpulkan pengertian hukum perdata adalah hukum yang mengatur 
hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan 
hukumnya. Namun tidak semua hukum perdata tersebut secara murni 
mengatur hubungan hukum mengenai kepentigan pribadi seperti dalam 
pegertian hukum perdata di atas, melainkan karena perkembangan masyarakat 
akan banyak bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh 
hukum publik, sehingga hukum perdata juga mengatur hubungan yang 
menyangkut kepentingan umum seperti hukum perkawinan, hukum 
perburuhan dan sebagainya. Istilah hukum perdata sering juga disebut sebagai 
hukum sipil dan hukum privat, dan juga ada yang tertulis dan tidak tertulis. 
Pengertian hukum perdata tertulis ialah hukum perdata yang termuat dalam 
Kitab Undang-Undang Perdata (Burgerlijke Wetbook) maupun peraturan 
perundang-undangan lainnya, sedangkan pengertian hukum perdata tidak 




                                                 





2. Sumber Hukum Acara Perdata 
Hukum acara perdata mempunyai pengertian peraturan hukum yang 
mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil 
dengan perantara hakim. Jadi kata lain, hukum acara perdata adalah peraturan 
hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum 
perdata materiil. Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan bahwa Hukum Acara 
Perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, 
memeriksa, memutusnya dan pelaksanaannya dari pada putusannya. Sumber 
hukum acara perdata dalam praktik peradilan adalah sebagai berikut: 
a. HIR (Het Herziene Indonesia Reglement) diperbaharui S.1848 No.16, 
S.1941 No. 44.  
HIR sering di terjemahkan menjadi “Reglemen Indonesia yang 
diperbaharui”, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdara 
maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini 
berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (Staatblad) 
Nomor 16 Tahun 1848. Bab IX dalam HIR mengatur Hukum Acara 
Perdata yaitu tentang “Perihal Mengadili Perkara dalam Perkara Perdata 
yang diperiksa Oleh Pengadilan Negeri” yang terdiri dari: 
b. Bagian pertama tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan (Pasal 
118-161); 
c. Bagian kedua tentang bukti (Pasal 162-177); 
d. Bagian ketiga tentang musyawarah dan putusan (Pasal 178-187); 




f. Bagian kelima tentang menjalankan putusan (Pasal 195-224);  
g. Bagian keenam tentang beberapa hal yang menjadi perkara-perkara 
yang istimewa (Pasal 225-236); 
h. Bagian ketujuh tentang izin berperkara tanpa ongkos (Pasal 237-245). 
b. RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), S. 1927 No.227).  
RBg sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di 
luar Jawa Madura), yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan 
perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura. 
Ketentun hukum acara perdata terdapat dalam Bab II yang terdiri dari 
tujuh title dan Pasal 104 sampai Pasal 323, hanya title IV dan V yang 
berlaku sampai sekarang bagi Landraad (Pengadilan Negeri). title IV 
terdiri dari:  
1) Bagian I tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan (Pasal 142-
188); 
2) Bagian II tentang musyawarah dan putusan (Pasal 189-198); 
3) Bagian III tentang banding (Pasal 199-205); 
4) Bagian IV tentang menjalankan putusan (Pasal 106-258); 
5) Bagian ke V tentang hal mengadili perkara istimewa (Pasal 259-272); 
6) Bagian ke IV tentang izin berperkara tanpa ongkos perkara (Pasal 273-
281) 
Sedangkan title VII mengatur tentang bukti (Pasal 2883-314). 
Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata (Burgerlijk Wetboek). KUH 




pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga 
negara bukan asli Eropa, Tionghoa dan juga Timur asing. Namun 
berdasarkan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan 
Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (asas konkordasi). 
Beberapa ketentuan dari BW pada saat ini diatur secara terpisah atau 
tersendiri oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Walaupun KUH 
Perdata merupakan kodifikasi dari hukum perdata materiil, namun juga 
memuat hukum acara perdata terutama dalam buku IV tentang pembuktian 
dan daluwarsa (Pasal 1865-1993). Selain itu juga terdapat dalam beberapa 
Pasal Buku I misalnya tentang tempat tinggal atau domisili (Pasal 17-25), 
serta Buku II dan III (Pasal 533, 535, 1244, 1365).  
Hukum Acara Perdata juga diatur dalam Undang-Undang 
Kepailitan Staatblad 1906 No.348 dan Reglemen tentang Organisasi 
Kehakiman Staatblad (Reglement op de Rechtsterlijke Orgnisatie in het 
beleid der Justitie in Indonesia) 1847 No. 23 yang merupakan sumber 
dasar penerapan dalam hukum acara perdata di Pengadilan. 
c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang 
Pemeriksaan Setempat.  
Pemeriksaan setempat adalah metode hakim untuk mengetahui 
secara jelas dan tepat mengenai keberadaan objek sengketa gugatan 
sebelum Majelis Hakim membacakan putusan. Tujuannya yaitu untuk 
memastikan bagi pencari keadilan dalam hal melakukan eksekusi 




d. Yurisprudensi merupakan sumber pula dalam hukum acara perdata.  
Berikut adalah pengertian yurisprudensi yang dikemukakan oleh 
beberapa ahli dalam kepustakaan, antara lain: 
1) Yurisprudensi adalah peradilan yang tetap atau hukum peradilan 
(Poernadi Poerbatjaraka dan Soerjno Soekanto) 
2) Yurisprudensi yaitu ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan 
oleh peradilan (Kamus Foekema Andrea)  
3) Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan 
Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan Negeri yang diikuti oleh 
hakim lain dalam memberi keputusan soal yang sama (Kamus 
Foekema Andrea) 
4) Yurisprudensi adalah sumber hukum yang lahir dan berkembang 
sebagai hukum yang hidup dalam praktik peradilan, berasal dari 
putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap yang 
dalam praktik peradilan dalam kasus dan masalah yang sama, selalu 
diikuti oleh badan peradilan yang lain (Ida Bagus Ngurah Adhi, Hakim 
Pengadilan Tinggi Jakarta).36 
3. Asas Hukum Acara Perdata 
Asas-asas hukum acara perdata telah diperkenalkan oleh Van Boneval 
Faure (tahun 1873) dalam bukunya “Het Nederlandse Burgerlijke 
Procesrecht”  dimana  pada  dasa  warsa  tujuh  puluhan   menurut  pandangan  
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doktrin dikenal istilah “algemene beginselen van beheerlijke rechtspaark” 
ataupun “algemene beginselen behoorlijk processrecht” (Asas-Asas Umum 
Peradilan Yang Baik atau Asas-Asas Hukum Acara Yang Baik).37  
Hukum perdata merupakan hukum yang menangani kasus perindividu/ 
perorangan, kebalikan dari hukum pidana. Hukum perdata menangani 
masalah-masalah yang lebih bersifat privat seperti hukum keluarga, hukum 
harta kekayaan, hukum benda, hukum perikatan dan hukum waris. Tujuan 
Hukum perdata adalah untuk menyelesaikan konflik antar individu 
berdasarkan hukum yang berjalan yang bertujuan pada satu titik yaitu 
perdamaian.  
Kehidupan dalam bidang ekonomi, hukum perdata sangat dibutuhkan 
untuk menyelesaikan berbagai kasus yang berkaitan dengan materi. Misalnya 
pemindahan kepemilikan usaha dari satu pihak kepihak lain. Sering kali 
terjadi kesenjangan yang disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya salah satu 
pihak tidak memenuhi kesepakatan yang telah disepakati. Maka, disinilah 
diperlukan peranan hukum perdata. Berikut adalah asas-asas hukum acara 
perdata pada praktik peradilan Indonesia: 
a. Hakim Bersifat Menunggu 
Pengajuan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang 
berkepentingan. Berdasarkan Pasal 118 HIR dan 142 RBg yang 
mengajukan  tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan. Apakah akan  
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ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan 
diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang 
berkepentingan sedangkan hakim hanya menunggu datangnya tuntutan 
hak tersebut diajukan kepadanya (iudex ne procedat ex officio). 
Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya 
(kecuali karena hal yang ditentukan undang-undang), sekalipun bahwa 
hukum tidak ada atau hukum kurang jelas (Pasal 14 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970). Larangan untuk menolak memeriksa 
perkara disebabkan karena hakim tahu akan hukumnya (ius curia novit). 
Jika, hakim tidak dapat menemukan hukum tertulis, berdasarkan Pasal 27 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 maka hakim harus menggali, 
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam 
masyarakat.  
Sekalipun asas yang berlaku adalah lex posteori derogat legi priori 
namun, sebagaimana asas mengenal penyimpangan atau pengecualian, 
maka kiranya disinipun penyimpangan itu juga berlaku, sehingga Pasal 5 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tidak membatalkan Pasal 
20 AB (hakim harus mengadili menurut undang-undang) tetapi kedua 
Pasal tersebut saling mengisi.  
Hakim dapat menolak untuk memeriksa dan memutus perkara 
dengan alasan yang telah ditentukan undang-undang, misalnya yang 
berhubungan dengan kompetensi, hubungan darah, sudah pernah diperiksa 




berhubungan dengan perkara atau masalah yang telah atau pernah 
diperiksa dan diputus oleh hakim. Hakim tidak boleh lagi memeriksa dan 
memutus untuk kedua-kali mengenai perkara yang sudah pernah diperiksa 
dan diputus. Maksudnya untuk menjaga supaya ada kepastian hukum 
tentang suatu hal yang sudah diputus oleh hakim. 
Alasan yang berhubungan dengan kompetensi tidak begitu mutlak 
sifatnya, karena hakim masih bisa memeriksa perkara itu lebih dulu 
dengan pertimbangan. Hakim juga dapat menolak memeriksa perkara 
dalam hal kompetensi relatif, karena dalam hal menentukan kompetensi 
relatif, sebelum persidangan hakim sudah dapat mengetahui bahwa 
perkara yang diajukan itu tidak termasuk wewenang pengadilan dimana 
hakim bertugas. Berbeda dengan kompetensi absolut dimana hakim bisa 
mengetahui apakah ia berwenang atau tidak memeriksa perkara itu setelah 
sidang berjalan.  
b. Hakim Pasif 
Asas hakim bersifat pasif mengandung beberapa makna yaitu 
sebagai berikut:  
1) Hakim wajib mengadili seluruh gugatan/tuntutan dan dilarang 
menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau 
mengabulkan lebih dari pada yang dituntut (Pasal 178 ayat (3) 
HIR/189 ayat (3) RBg). Intinya ruang lingkup gugatan serta kelanjutan 




untuk itu hakim hanya bertindak tolak pada peristiwa yang diajukan 
para pihak (secundum allegat iudicare). 
2) Hakim mengejar kebenaran formal yakni kebenaran yang hanya 
didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang 
pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim. Jika salah satu pihak 
yang berperkara mengakui kebenaran suatu hal yang diajukan oleh 
pihak lain, maka hakim tidak perlu menyelidiki lebih lanjut apakah 
yang diajukan itu sungguh-sungguh benar atau tidak. Berbeda dengan 
perkara pidana, dimana hakim dalam memeriksa dan mengadili 
perkara dengan mengejar kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang 
didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan 
harus ada keyakinan hakim.  
3) Para pihak yang berperkara bebas pula untuk mengajukan atau untuk 
tidak mengajukan verzet, banding dan kasasi terhadap putusan 
pengadilan.  
Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam 
artian hakim tidak bisa menentukan ruang lingkup atau luas pokok 
sengketa suatu perkara, para pihaklah yang dapat menentukan sendiri 
ruang lingkup atau luas pokok sengketa suatu perkara. Para pihak juga 
berhak mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya sendiri dan 
hakim juga tidak dapat menghalang-halangi. Akan tetapi, tidak berarti 
hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pemimpin sidang, hakim harus aktif 




kedua belah pihak dalam mencari kebenaran dan memberi nasihat kepada 
kedua belah pihak (Pasal 132 HIR, Pasal 156 RBg).  
c. Sifat Terbukanya Persidangan 
Sidang pengadilan pada asasnya terbuka untuk umum, yang berarti 
bahwa setiap orang dapat melihat secara langsung dan hadir di muka 
persidangan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hak asasi 
manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas 
peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil dan 
tidak memihak. Asas ini dijumpai pada Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 48 
Tahun 2009.  
Putusan akan tidak sah apabila putusan diucapkan dalam sidang 
yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum, akibatnya putusan ini tidak 
mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan.8 
Akan tetapi, tidak semua perkara di pengadilan dapat dilakukan dengan 
sidang terbuka, contohnya dalam perkara perceraian, yang berhubungan 
dengan susila dan pidana anak yang mana dalam persidangannya harus 
ditutup (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, 29 RO). 
d. Mendengar Kedua Belah Pihak 
Para pihak di dalam hukum acara perdata harus sama-sama 
diperhatikan, berhak atas perlakuan yang adil serta masing-masing diberi 
kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Bahwa pengadilan menurut 
hukum tidak membeda-bedakan orang, seperti yang dimuat dalam Pasal 5 




dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama 
diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-
masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya. 
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
menerangkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak 
membedakan orang. Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih 
dikenal dengan asas “audi et alteram partem”. Hal ini berarti bahwa hakim 
tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai yang benar, 
bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk 
mengeluarkan pendapatnya. Pengajuan bukti dalam hal ini juga harus 
dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Pasal 
132a, 121 ayat (2) HIR, 145 ayat (2), 157 RBg, 47 Rv).  
e. Putusan disertai Alasan 
Putusan Hakim menurut Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 
2009 harus disertai dengan alasan, hal ini merupakan wujud 
pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap pihak yang 
bersengketa, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hakim, 
sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.  
Mempertanggungjawabkan putusan sering juga dicari dukungan 
pada yurisprudensi dan ilmu pegetahuan. Mencari dukungan pada 
yurisprudensi tidak berarti bahwa hakim tidak terikat pada atau harus 
mengikuti putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan 




olehnya. Walaupun pada dasarnya kita tidak menganut asas “the binding 
force of precedent” (Pasal 21 AB, 1917 BW, M.A. 25 Okt. 1969 No. 391 
K/Sip/1969, J.I.Pen.1/70, hlm.49.) kiranya kalau hakim memutuskan 
bertentangan dengan putusannya sendiri atau dengan putusan pengadilan 
atasannya mengenai perkara yang sejenis, karena lalu menunjukkan tidak 
adanya kepastian hukum.  
Tetapi sebaliknya hakim dapat meninggalkan yurisprudensi dan 
lebih mengutamakan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan sesuai 
dengan perkembangan zaman. Sekalipun kita tidak menganut the binding 
force of precedent tetapi kenyataannya sekarang tidak sedikit hakim yang 
“terikat” atau berkiblat pada putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah 
Agung mengenai perkara yang sejenis, ini bukan karena mengikuti asas 
the binding force of precedent yang dianut oleh Inggris, melainkan 
terikatnya atau berkiblatnya hakim itu karena yakin bahwa putusan yang 
diikutinya mengenai perkara yang sejenis itu meyakinkannya bahwa 
putusan itu tepat “the persuasive force of precedent”. 
f. Beracara dikenakan biaya 
Peradilan perkara perdata pada khususnya dikenakan biaya perkara 
(Pasal 4 ayat (2), 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 
121 ayat (4), 182,183 HIR, Pasal 145 ayat (4), Pasal 192, Pasal 194 RBg). 
Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan, pemberitahuan para pihak 
dan biaya materai, jika ada pengacara maka ada tambahan biaya 




perkara, dapat menajukan perkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan 
mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, 
dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh 
Kepala Desa/Lurah serta diketahui oleh Camat dimana yang bersangkutan 
bertempat tinggal (Pasal 237 HIR, Pasal 273 RBg). 
g. Tidak Ada Keharusan Mewakilkan 
Pengaturan di dalam HIR tidak mewajibkan para pihak untuk 
mewakilkan kepada orang lain tanpa alasan yang tidak sah, sehingga 
pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung terhadap para pihak. Akan 
tetapi menurut Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBg para pihak dapat dibantu 
atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendaki. Sebenarnya, hakim dapat 
mengetahui lebih jelas jika para pihak berperkara datang secara langsung 
di pengadilan, karena para pihaklah yang tahu seluk beluk masalahnya. 
Hal ini akan berbeda lagi kalau menguasakan kepada kuasa, karena tidak 
semua kuasa mengetahui rinci sengketa antara yang berkepentingan.  
Peran wakil atau kuasa di dalam pengadilan tidak selalu bernilai 
negatif, adanya seorang wakil juga mempunyai manfaat bagi orang yang 
belum pernah berhubungan dengan pengadilan dan harus berperkara, 
biasanya gugup menghadapi pertanyaan hakim, maka seorang pembantu 
atau wakil akan sangat bermanfaat.  
C. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim 
Putusan adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di pengadilan. 




serta alat pembuktian yang dihadirkan dalam persidangan acara perdata, maka 
hakim akan mengambil suatu putusan terhadap ia periksa.38  
Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh 
pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan 
sebaik-baiknya dan mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan 
dalam perkara yang mereka hadapi.39 Putusan hakim merupakan suatu 
pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang 
untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau 
menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. 
Putusan tersebut diharapkan menghasilkan suatu keadilan bagi para 
pihak atas kepentingannya yang diminta untuk diperiksa dan diputus oleh 
hakim. Pertimbanagan hakim yang perlu diperhatikan pertimbangan 
hukumnya, sehingga siapa pun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan 
cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak. Di samping itu, 
pertimbangan hakim adalah sangat penting dalam pembuatan memori banding 
dan memori kasasi.40 Putusan hakim selayaknya mengandung beberapa aspek 
yaitu: 
a. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai 
bagian dari proses konrol sosial; 
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b. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan pada 
intinya berguna untuk setiap orang maupun kelompok dan juga negara; 
c. Putusan hakim merupakan gambaran keseimbangan antara ketentuan 
hukum dengan kenyataan di lapangan; 
d. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum 
dan perubahan sosial;  
e. Putusan hakim harus bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara; 
f. Putusan hakim merupakan tidak menimbulkan konflik baru bagi para 
pihak yang berperkara dan masyarakat.41 
Dilihat dari segi wujudnya, setiap putusan pengadilan dalam perkara 
perdata terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu: 
a. Kepala putusan. Setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala 
putusan yang bertuliskan: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa” (Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). 
Kepala putusan memberikan kekuatan eksekutorial kepada putusan 
pengadilan.  
b. Identitas pihak-pihak yang berperkara. Sebagaiman dijelaskan 
sebelumnya, bahwa dalam berperkara terdapat dua pihak yaitu pihak 
tergugat dan penggugat. Dalam putusan pengadilan, identitas para pihak 
yang berperkara harus dimuat secara jelas, termasuk mencantumkan nama 
kuasanya kalau yang bersangkutan menguasakan kepada orang lain.  
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c. Pertimbangan (alasan-alasan). Pertimbangan atau alasan putusan 
pengadilan terhadap perkara perdata terdiri atas dua bagian, yaitu 
pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan tentang 
hukumnya.42 
Putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya dianggap 
bertentangan dengan Pasal 178 Ayat (1) dan Pasal 189 Rbg. Putusan yang 
dinyatakan mengandung cacat tidak cukup pertimbangan harus dibatalkan 
berdasarakan Putusan MA No. 672 K/Sip/1972. Pasal 184 HIR/Pasal 195 RBg 
mengatur bahwa dalam keputusan hakim harus dicantumkan ringkasan yang 
jelas dari tuntutan dan jawaban serta dari alasan keputusan itu. Begitu juga, 
harus dicantumkan keteranngan tersebut pada ayat (14) Pasal 7 “Reglemen 
Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia”, keputusan 
pengadilan negeri tentang pokok perkara dan besarnya biaya, serta 
pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak itu pada waktu 
dijatuhkan putusan itu. Hakim harus mengupayakan agar putusan yang 
dijatuhkannya dapat diterima di masyarakat dengan cara meyakinkan pihak 
lain bahwa putusannya tepat dan benar dengan alasan dan pertimbangan jelas. 
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BAB III  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
A. Eksepsi Plurium Litis Consortium dalam Hukum Perdata pada Putusan 
Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bbs. 
Eksepsi merupakan salah satu jenis jawaban tergugat selain jawaban 
pokok perkara dan rekonvensi. Sebelum memutus tentang eksepsi, hakim 
harus memeriksa kebenarannya lebih dahulu. Pemeriksaan eksepsi adalah 
pemeriksaan mengenai hal-hal di luar pokok perkara. Jadi seorang tergugat 
yang dikabulkan eksepsinya menjadi pihak yang menang dalam perkara. 
Dengan kata lain, tergugat dapat menang di pengadilan walaupun sebenarnya 
pokok perkara yang dihadapi lemah, karena putusan yang memenangkan 
eksepsi belum mempertimbangkan dan/atau belum memutus pokok perkara. 
Salah satu eksepsi yang dapat digunakan dalam suatu perkara adalah 
eksepsi plurium litis consortium, yaitu eksepsi yang termasuk dalam 
kualifikasi eksepsi error in persona. Plurium litis consortium diartikan 
sebagai orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Kata plurium litis 
consortium berasal dari bahasa latin, pluries berarti banyak, litis consertes 
berarti kawan berperkara atau teman sejawat. Dalam membicarakan masalah 
ini, para ahli dan penulis-penulis hukum acara, tidak ada yang membicarakan 
secara panjang lebar sehingga permasalahan menjadi jelas dan tuntas. Para 




sehingga dalam tataran praktis sering memunculkan tafsiran dan pemahaman 
yang subyektif.43  
Tugas hakim adalah mengkonstatir, mengkualifisir dan 
mengkonstituir. Dalam mengkonstatir suatu sengketa, maka harus dilakukan 
upaya pembuktian. Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg) jo. Pasal 1865 BW 
merumuskan bahwa: “Barang siapa mengatakan suatu hak atau mengatakan 
suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang 
lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu.” Berdasarkan 
perumusan tersebut, maka pihak yang dibebani suatu pembuktian adalah para 
pihak yang mendalilkan suatu hak atau perbuatan yang mengukuhkan haknya 
tersebut. Selain itu pihak yang menyangkal hak orang lain juga harus dibebani 
pembuktian. 
Terkait eksepsi plurium litis consortium, Perkara Nomor 
6/Pdt.G/2020/PN Bbs, Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat 
dfan bersamaan dengan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut 
Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang salah satunya akan 
dibahas dalam penelitian ini yaitu eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak 
(exceptio plurium litis consortium). 
1. Kasus Posisi  
Kasus posisi pada perkara Perkara Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bbs 
merupakan perkara perdata pada tingkat pertama dengan pokok 
permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan 
                                                 




Perjanjian Pembiayaan dengan nomor: 030/PK-MMR/ULM-SLEM/2018. 
Isi Perjanjian Pembiayaan tersebut adalah Tergugat I telah memberikan 
fasilitas pembiayaan kepada Penggugat sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus 
delapan putuh juta rupiah), dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) 
bulan sejak tanggat 25 Juni 2018 sampai dengan berakhir pada tanggal 25 
Juni 2022, dengan angsuran sebesar RP. 6.252.000,- (enam juta dua ratus 
lima puluh dua ribu rupiah) per bulan, bunga 1,93% (satu koma sembilan 
tiga persen) perbuatan, biaya administrasi di muka sebesar 2,00 % (dua 
persen), denda keterlambatan harian 3,00% (Tiga Persen) dari jumlah 
tertunggak. 
Pasal 4 ayat (1) butir (1) dan Pasal 4 ayat (1) butir (2) Perjanjian 
Pembiayaan dengan nomor: 030/PK-MMR/ULM-SLEM/2018, memuat 
hal yang sama, obyek yang sama bahkan dengan kata kata yang sama, 
yang pada akhirnya menimbulkan ketidaklaziman dalam pernbuatan 
perjanjian. Perbuatan Tergugat I yang hanya dengan menyodorkan 
perjanjian dengan format baku melanggar ketentuan yang tertuang 
dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. 
Menurut Penggugat perjanjian menimbulkan ketidaklaziman dan 
menyalahi ketentuan LIU no. 8 tahun 1999 tentang klausula baku, maka 
perjanjian yang dibuat oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) 
sebagai Tergugat I dengan Sodikin sebagai Penggugat yang tertuang 




2018, adalah perjanjian yang Batai Demi Hukum. Berkaitan dengan 
wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan dengan nomor: 030/PK-
MMR/ULM-SLEM/2018 disebut dalam Pasal 7 yang memuat: 
1. Menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam pasal pasal diatas, 
nasabah dinyatakan Wanprestasi (Cedera Janji) dan dinyatakan telah 
jatuh tempo apabila terpenuhi satu atau lebih tindakan atau peristiwa 
yang disebutkan di bawah ini: 
a. Nasabah tertambat membayar angsuran kewajiban. 
b. Nasabah dinyatakan berada di bawah pengampuan atau karena 
apapun juga tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya. 
c. Kekayaan Nasabah seluruhnya atau sebagian disita oleh pihak Iain. 
d. Nasabah menurut pertimbangan PNM melanggar peraturan atau 
ketentuan serta tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
tercantum dalam perjanjian ini dan Surat Persetujuan Prinsip 
Pembiayaan (SP 3). 
e. Nasabah lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian 
pembiayaan Iainnya atau perjanjian dengan nama apapun juga 
yang ditandatangani Oleh nasabah dengan PNM. 
f. Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, penjaminan berdasarkan 
perjanjian ini maupun berdasarkan suatu Surat, atau bukti bukti 




g. Pihak Iain atau perjanjian pembiayaan Iain yang utangnya dijamin 
dengan agunan yang sama dengan agunan dan atau jaminan 
nasabah telah dinyatakan lali oleh PNM. 
h. Pemberian agunan dan atau penjamin melalaikan kewajibannya 
berdasarkan dokumen agunan dan atau akta pemberian jaminan. 
i. Nasabah menggunakan fasilitas pernbiayaan menyimpang dari 
maksud dan tujuan penggunaannya. 
j. Nasabah dikenakan penahanan karena terindikasi melakukan 
tindak pidana baik atas laporan PNM dan atau pihak Iain. 
2. Bilamana nasabah wanprestasi (Cedera Janji) dan dinyatakan telah 
jatuh tempo maka PNM berhak menagih seluruh pinjaman berupa 
pokok dan bunga termasuk biaya Iain, dengan seketika dan sekaligus 
dan segala sesuatu yang harus dibayar oleh nasabah kepada PNM 
termasuk ongkos atau biaya administrasi dan ongkos ongkos Iainnya. 
3. Bilamana nasabah wanprestasi (Cedera Janji) sebagaimana disebutkan 
di atas maka dengan ini nasabah memberikan kuasa kepada PNM 
untuk menyerahkan, menjual, mengalihkan dengan cara apapun juga 
atas seluruh jaminan kepada pihak lain guna penyelesaian pinjaman 
nasabah. 
Sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Pembiayaan dengan 
nomor: 030/PK-MMR/ULM-SLEM/2018 antara Penggugat dan 
Tergugat l, isi perjanjian terutama pasal 7 Ayat 3 sangat bertentangan 




tentang Hak Tanggungan. Berdasarkan fakta, Penggugat tidak pernah 
mendapatkan Surat Pemberitahuan Tertulis seperti yang telah diamanatkan 
dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Pasal 20 ayat (3). Penggugat 
menganggap bahwa tanpa adanya pemberitahuan tertulis tersebut 
menyebabkan penjualan di bawah tangan yang dilakukan oleh Tergugat l, 
Batal Demi Hukum. 
Selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat, sekitar Bulan Maret 
2019 Tergugat I memanggil ayah kandung Penggugat yang bernama 
Bapak Maryanto untuk menandatangani penjualan agunan di kantor 
Tergugat l. Sampai obyek sengketa beralih hak berdasarkan penjualan 
dengan dasar surat kuasa jual kepada Tergugat II, Penggugat 
tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan kembali selain 
Surat Peringatan l. 
Melihat kenyataan Penggugat hanya menerima Surat Peringatan I 
tanpa ada Surat Peringatan yang lain maka Tergugat I tidak boleh 
mendefinisikan perbuatan Penggugat adalah Wanprestasi. Bahwa apa yang 
telah Tergugat I lakukan dengan menjual agunan (obyek sengketa) semata 
mata hanya berdasarkan Surat Kuasa Jual Saja dan Surat Peringatan I 
tanpa adanya pernberitahuan kepada pernberi dan/atau pemegang Hak 
Tanggungan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan 
sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang 
bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang 




Tanggungan) adalah sebuah tindakan yang sangat merugikan Penggugat, 
karena Penggugat tidak bisa mendapatkjan harga yang terbaik dari 
penjualan agunan (obyek sengketa) tersebut, dan oleh karenanya perbuatan 
Tergugat I tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan 
Hukum sesuai Pasal 1365 BW “Tiap perbuatan yang melanggar hukum 
dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang 
menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan 
kerugian tersebut.  
Berdasarkan kasus posisi di atas, penggugat mengajukan gugatan 
yang pada intinya yaitu menyatakan Perjanjian Pembiayaan dengan 
nomor: 030/PK-MMR/ULMSLEM/2018 Batal Demi Hukum dan Secara 
hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan 
Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) karena dalam proses rangkaian 
pelaksanaan penjualan di bawah tangan melanggar beberapa ketentuan 
dalam peraturan perundang undangan dan atau kepatutan, kebiasaan, dan 
norma yang hidup dalam masyarakat. 
2. Eksepsi  
Terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan 
jawaban dan mengajukan eksepsi, salah satunya eksepsi bahwa gugatan 
Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihaknya 
(exceptio plurium litis consortium) karena tidak menarik Notaris Anastasia 
Ida Ediati dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak dalam 




Menurut Tergugat I, setelah membaca dan memperhatikan seluruh 
pokok gugatan Penggugat, maka jelas bahwa gugatan Penggugat 
mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihaknya (plurium litis 
consortium), karena tidak menarik Notaris Anastasia Ida Ediati dan Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak dalam perkara tersebut. 
Sangat jelas dikemukakan oleh Penggugat bahwa Penggugat 
menuntut pembatalan atas Perjanjian Kredit No. 030/PK-MMR/ULM-
SLEM/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018 (“PK No. 030”) dengan alasan 
bahwa Perjanjian Kredit tersebut mengandung klausula baku. Bahwa PK 
No. 030 tersebut telah dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan 
hukum, terlebih PK No. 030 tersebut juga dalam penandatanganannya 
disaksikan oleh Notaris Anastasia Ida Ediati, hal mana tidak ada keberatan 
terhadap PK No. 030 tersebut yang disampaikan oleh Penggugat pada 
saaat penandatangannnya, oleh karenanya adalah sangat penting dan perlu 
keberadaan Notaris Anastasia Ida Ediati sebagai pihak dalam perkara a 
quo, mengingat petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat adalah 
menuntut pembatalan PK No. 030. 
Lebih lanjut, dengan adanya tuntutan pembatalan Perjanjian 
Kredit No.030 tersebut maka perjanjian acessoir yang timbul atas PK 
No. 030 tersebut, yaitu berupa Akta Pembebanan Hak Tanggungan 
dan Sertifikat Hak Tanggungan atas objek jaminan haruslah 
dinyatakan batal, oleh karenanya mengingat produk Sertifikat Hak 




maka adalah sangat beralasan untuk menarik BPN sebagai pihak 
dalam perkara tersebut. Berdasarkan alasan tersebut di atas maka dengan 
tidak ditariknya Notaris Anastasia Ida Ediati maupun Badan Pertanahan 
Nasional, telah mengakibatkan gugatan Penggugat cacat secara formil 
karena kurang pihaknya (plurium litis consortium), hal tersebut sejalan 
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 
K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo. No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 
Mei 1975, yang menegaskan: ”Semua pihak harus digugat, harus 
lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil”. 
Di lain pihak, Tergugat II, setelah mencermati gugatan Penggugat 
secara keseluruhan terutama dalam bagian 2 dan 4 dimana Penggugat 
mendalilkan sebuah Perjanjian pembiayaan dengan nomor: 030/PK-
MMR/ULM-SLEM/2018 batal demi Hukum, maka tentunya pihak yang 
membuat akta notaries sebagaimana tersebut diatas haruslah dijadikan 
Pihak dalam gugatan tersebut, dikarenakan Penggugat dalam Petitumnya 
mendalilkan agar perjanjian tersebut batal demi hukum sehingga yang 
demikian mengandung konsekuensi dan kewajiban dimana pihak-pihak 
yang tertuang dalam perjanjian haruslah mentaati dan menjalankan segala 
akibat hukumnya. 
Penggugat tidak menarik parak pihak yang berkaitan dengan 
perjanjian nomor 030/PK-MMR/ULM-SLEM/2018 sebagai pihak dalam 
gugatan perkara tersebut, sehingga Tergugat II memohon kepada majelis 




dan Diputus ditolak/setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet on 
vankelijke verklar (NO)). Hal tersebut dapat dikuatkan dengan merujuk 
yurisprudensi Mahkamah Agung nomor: 938.K/SIP/197/jo. Yurisprudensi 
MA nomor 1078/K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975, dimana salah 
satu pertimbangan hukumnya adalah tidak dijaikannya pihak yang 
membuat suatu akte perjanjian kedalam gugatan, maka sifat gugatan 
mengandung cacat formil yakni gugatan menjadi kurang pihak, maka 
gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. 
Gugatan perkara tersebut telah salah dalam menentukan pihak 
(Tergugat II), dimana Penggugat telah menentukan Yaya Sutrisno sebagai 
pihak Tergugat II. Sehingga Penggugat menggugat juga ayah kandung 
Penggugat sendiri sebagai pihak Tergugat, karena yang andil dalam hal 
jual beli Obyek sengketa. 
Terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan 
jawaban dan mengajukan eksepsi, salah satunya eksepsi bahwa gugatan 
Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihaknya 
(exceptio plurium litis consortium) karena tidak menarik Notaris Anastasia 
Ida Ediati dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak dalam 
perkara ini serta ayah kandung Tergugat, yang andil dalam hal jual beli 
Obyek sengketa. 
3. Analisis Penulis  
Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi kurang pihak 




telah kurang pihak karena tidak menyertakan Notaris Anastasia Ida Ediati 
dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak dalam perkara ini. 
Sedangkan Tergugat II mendalilkan gugatan tersebut masih kurang pihak 
karena Penggugat tidak menarik para pihak yang berkaitan dengan 
perjanjian nomor 030/PK-MMR/ULM-SLEM/2018 serta tidak ditariknya 
ayah kandung Penggugat yang bernama Bapak Maryanto sebagai pihak 
dalam perkara ini. 
Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak merupakan bagian dari 
eksepsi prosesual (processuele exceptie) namun diluar eksepsi 
kompetensi, oleh karena itu eksepsi jenis ini berkenaan dengan syarat 
formil gugatan, apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil 
maka gugatan yang diajukan tidak sah. Pengajuan eksepsi kurang pihak 
mengandung arti bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak 
lengkap, hal ini dikarenakan masih adanya orang yang harus dijadikan 
sebagai Penggugat atau Tergugat agar sengketa yang dipersoalkan dapat 
diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. 
Gugatan Penggugat, yang menjadi pihak dalam perkara ini adalah 
Sodikin sebagai Penggugat serta PT. Modal Nasional Madani (Persero) 
sebagai Tergugat I, Yaya Sutrisno sebagai Tergugat II. Gugatan Penggugat 
mendalilkan bahwa penekanan terhadap Penggugat dilakukan sampai 
dengan akhir Februari 2019, dan peristiwa terakhir penekanan tersebut 
dilakukan oleh Saudara Andi Purnomo selaku kepala Unit dan seorang 




Surat Kuasa Jual yang telah ditandatangani oleh Penggugat yang pada 
intinya dengan Surat Kuasa Jual tersebut, Tergugat I berhak untuk 
menjual agunan kapan saja dan kepada siapa saja (posita angka 22). 
Sampai dengan obyek sengketa tersebut dijual oleh Tergugat l, Penggugat 
Tidak Pernah mendapatkan salinan dari kontrak atau perjanjian 
pembiayaan nomor 030/PK-MMR/ULM-SLEM/2018 beserta dengan 
salinan surat kuasa jual. (posita angka 23).  
Kejadian yang selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat sekitar 
Bulan Maret 2019 Tergugat I memanggil ayah kandung Penggugat yang 
bernama Bapak Maryanto untuk menandatangani penjualan agunan di 
kantor Tergugat l (posita angka 24). Dalil posita Gugatan Penggugat angka 
24 menunjukkan fakta adanya orang lain yang melakukan perbuatan 
hukum dan mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan pokok 
gugatan Penggugat. Keberadaan pihak yang memiliki hubungan hukum 
dengan Penggugat dan pokok gugatan tersebut di atas sebagaimana dalil 
posita Gugatan Penggugat angka 24 menurut Majelis Hakim dipandang 
perlu untuk dijadikan Pihak dalam perkara tersebut. Majelis Hakim tidak 
dapat langsung menariknya sebagai Pihak sesuai dengan Putusan MA-RI 
No.457.K/Sip/1975, tanggal 18 Nopember 1975 yang mengandung kaidah 
hukum antara lain tidak dapat dibenarkan apabila Pengadilan Tinggi 





Tidak ditariknya pihak yang memiliki hubungan hukum dengan 
Penggugat dan pokok gugatan sebagaimana dalil posita Gugatan 
Penggugat angka 24, maka terdapat keadaan gugatan mengandung 
Plurium Litis Consortium, yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak 
lengkap dalam Gugatan Penggugat karena masih ada orang yang harus 
diikut sertakan sebagai Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat 
diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, maka dengan demikian 
Gugatan Penggugat yang diajukan tersebut telah mengandung cacat formil 
dan gugatan yang diajukan tidak sah. 
Berdasarkan analisis penulis tidak dimasukkannya pihak-pihak 
tersebut dalam surat gugatan akan mengakibatkan gugatan tidak dapat 
diterima, yang dikenal sebagai exceptio plurium litis consortium, para 
pihak yang diajukan sebagai Tergugat tidak lengkap, karena masih ada 
orang lain yang harus ikut dijadikan sebagi para pihak dalam perkara 
tersebut yang harus dimasukkan, sehingga persoalan dapat diselesaikan 
secara tuntas. Dalam hukum acara perdata tidak dikenal istilah turut 
penggugat, melainkan turut tergugat. Disebutkan sebagai turut tergugat 
dimaksudkan agar orang-orang, bukan para pihak yang bersengketa 
(penggugat dan tergugat) demi lengkapnya pihak-pihak, maka orang-orang 
bukan pihak yang bersengketa tersebut harus diikutsertakan dalam gugatan 
penggugat sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim. 
Menurut penulis putusan hakim sudah benar, hal ini dikarenakan 




ayah kandung Penggugat yang bernama Bapak Maryanto untuk 
menandatangani penjualan agunan di kantor Tergugat l dengan demikian 
sudah seharusnya ditariknya ayah kandung Penggugat yang bernama 
Bapak Maryanto sebagai pihak dalam perkara ini yaitu pihak yang andil 
dalam hal jual beli obyek sengketa. 
Hal ini telah menjadi suatu yurisprudensi sebagaimana diputus 
dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 
K/Sip/1974.5 Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan 
pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut 
digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak 
dapat diterima. Putusan tidak dapat diterimanya gugatan (niet onvankelijk 
verklaart) dijatuhkan dengan alasan-alasan: 
a. gugatan tidak berdasarkan hukum; 
b. gugatan tidak patut; 
c. gugatan bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum; 
d. gugatan salah; 
e. gugatan tidak memenuhi persyaratan; 
f. obyek gugatan tidak jelas; 
g. subyek gugatan tidak lengkap. 
Terhadap putusan gugatan tidak dapat diterima, menimbulkan 
suatu konsekuensi hukum bahwa terhadap gugatan tersebut dapat diajukan 
lagi oleh si penggugat. Dalam perkara ini tentunya penggugat dirugikan, 




oleh karenanya tidak dapat mengajukan gugatan baru lagi (nebis in idem). 
Berdasarkan hal tersebut, hakim dalam perkara ini harus 
mempertimbangkan eksepsi para Tergugat terkait kedudukan yang 
dimiliki oleh pihak, karena pihak yang dapat berperkara di pengadilan 
adalah pihak yang mempunyai kepentingan, yaitu pihak yang mempunyai 
dasar hukum dan hubungan hukum yang cukup. Demi tuntasnya proses 
pemeriksaan, kesuluruhan pihak penggugat, tergugat, maupun turut 
tergugat kesemuaannya harus dilibatkan. Tidak lengkapnya pihak-pihak 
yang dilibatkan dalam surat gugatan, mengakibatkan gugatan cacat secara 
formil dan menimbulkan konsekuensi gugatan tidak dapat diterima.  
B. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Menyatakan Gugatan Penggugat 
Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijkverklaard) pada Putusan Nomor 
6/Pdt.G/2020/PN Bbs 
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 
keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu 
juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga 
pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila 
pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang 
berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan 
Tinggi/Mahkamah Agung.44 
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Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya 
pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang 
paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan 
untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu 
benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. 
Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa 
peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, 
sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.45 
Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan 
dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah 
terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya 
kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan 
menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru 
dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa. Pada perkara nomor 
6/Pdt.G/2020/PN Bbs, Penggugat mengetahui peristiwa atau kejadian sekitar 
Bulan Maret 2019 Tergugat I memanggil ayah kandung Penggugat yang 
bernama Bapak Maryanto untuk menandatangani penjualan agunan di kantor 
Tergugat l, maka sudah sepatutnya ayah kandung Penggugat ditarik sebagai 
para pihak dalam perkara ini. 
Majelis Hakim tidak dapat langsung menariknya sebagai Pihak sesuai 
dengan Putusan MA-RI No.457.K/Sip/1975, tanggal 18 Nopember 1975 yang 
                                                 




mengandung kaidah hukum antara lain tidak dapat dibenarkan apabila 
Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menarik pihak 
ketiga sebagai “Tergugat”. Dasar pertimbangan hakim pada perkara nomor 
6/Pdt.G/2020/PN Bbs menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima 
(Niet Onvankelijkverklaard) yaitu adanya cacat formal Gugatan Penggugat 
yaitu dalam hal gugatan penggugat tidak jelas (obscuur libel) dan kurang 
pihak (plurium litis consortium) maka Majelis Hakim tidak 
mempertimbangkan pokok perkara Gugatan Penggugat. Gugatan Penggugat 
tidak memenuhi syarat formil gugatan maka Gugatan Penggugat haruslah 






Berdasarkan atas analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, 
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Eksepsi Plurium Litis Consortium dalam Hukum Perdata pada Putusan 
Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bbs, Tergugat I mendalilkan gugatan Penggugat 
telah kurang pihak karena tidak menyertakan Notaris Anastasia Ida Ediati 
dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pihak dalam perkara 
tersebut. Sedangkan Tergugat II mendalilkan gugatan tersebut masih 
kurang pihak karena Penggugat tidak menarik para pihak yang berkaitan 
dengan perjanjian nomor 030/PK-MMR/ULM-SLEM/2018 serta tidak 
ditariknya ayah kandung Penggugat yang bernama Bapak Maryanto 
sebagai pihak dalam perkara tersebut yaitu sebagai pihak yang andil dalam 
hal jual beli obyek sengketa. 
2. Pada perkara nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bbs, Penggugat mengetahui 
peristiwa atau kejadian sekitar Bulan Maret 2019 Tergugat I memanggil 
ayah kandung Penggugat yang bernama Bapak Maryanto untuk 
menandatangani penjualan agunan di kantor Tergugat l, maka sudah 
sepatutnya ayah kandung Penggugat ditarik sebagai para pihak dalam 
perkara ini. Berdasarkan Putusan MA-RI No.457.K/Sip/1975, tanggal 18 
Nopember 1975 yang mengandung kaidah hukum antara lain tidak dapat 




untuk menarik pihak ketiga sebagai “Tergugat” sehingga Majelis Hakim 
tidak dapat langsung menariknya sebagai pihak dalam perkara tersebut.  
Jadi gugatan Penggugat cacat formal yaitu dalam hal kurang pihak 
(plurium litis consortium), maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan 
pokok perkara Gugatan Penggugat. Gugatan Penggugat tidak memenuhi 
syarat formil gugatan sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan 
tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 
B. Saran  
1. Hakim dalam memeriksa eksepsi dalam dalam hal kurang pihak (plurium 
litis consortium) harus mempertimbangkan eksepsi para Tergugat terkait 
kedudukan yang dimiliki oleh pihak, karena pihak yang dapat berperkara 
di pengadilan adalah pihak yang mempunyai kepentingan, yaitu pihak 
yang mempunyai dasar hukum dan hubungan hukum yang cukup. Demi 
tuntasnya proses pemeriksaan, kesuluruhan pihak penggugat, tergugat, 
maupun turut tergugat kesemuaannya harus dilibatkan.  
2. Sebelum mengajukan gugatan, sebaiknya Penggugat harus meneliti 
dengan cermat hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya terkait 
dengan perkara yang akan diajukan sehingga penggugat dapat secara 
cermat menarik pihak-pihak yang berperkara karena gugatan kurang pihak 
(plurium litis consortium) merupakan salah satu klasifikasi gugatan error 
in persona. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak 
memenuhi syarat formil, konsekuensinya gugatan harus dinyatakan tidak 
dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 
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